
BUPAT I KAPUAS H U L U 
PROVINSI KALIMANTAN B A R A T 

P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 14 TAHUN 2016 

T E N T A N G 

PEDOMAN PENGADAAN B A R A N G / J A S A D I D E S A 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 

Menimbang : a . bahwa tata kelola pengadaan barang/jasa yang 
dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan 
Be lan ja Desa per lu d i t ingkatkan agar sesuai 
dengan pr ins ip efisien, efektif, t ransparan , 
pemberdayaan masyarakat , gotong royong, dan 
akuntabe l serta d i sesua ikan dengan kondis i sos ia l 
budaya masyaraka t setempat; 

b. bahwa u n t u k me laksanakan Pengadaan 
B a r a n g / J a s a yang bersumber dar i Anggaran 
Pendapatan dan Be lan ja Desa agar sesuai dengan 
tata kelola pemer intahan yang baik, sehingga 
has i l Pengadaan B a r a n g / J a s a dapat bermanfaat 
u n t u k memper lancar penyelenggaraan 
Pemer intahan Desa dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat , d iper lukan landasan h u k u m ; 

c. bahwa u n t u k me laksanakan ketentuan pasa l 105 
peraturan pemerintah nomor 4 3 t a h u n 2014 
tentang Pedoman Pengadaan B a r a n g / J a s a di 
Desa m a k a pengadaan B a r a n g / J a s a di Desa 
d iatur dengan Pera turan Bupa t i ; 

d. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
d imaksud da lam h u r u f a, h u r u f b, dan h u r u f c 
per lu menetapkan Pera turan Bupa t i tentang 
Pedoman Pengadaan B a r a n g / J a s a di Desa; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darura t Nomor 3 
T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat I I di Ka l imantan (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72), Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
1820); 

2. Undang-Undang Nomor 18 T a h u n 1999 tentang 
J a s a Kons t ruks i (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1999 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
3833) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2014 Nomor 7, T a m b a h a n Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5495) ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 t ahun 2014 tentang 
Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i , 
t erakhir Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemer intahan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679) ; 

6. Pera turan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 
tentang Pera turan Pe laksanaan Desa Undang-
Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah d iubah dengan Pera turan Pemerintah Nomor 
47 T a h u n 2015 tentang Perubahan atas Pera turan 
Pemerintah Nomor 4 3 T a h u n 2014 tentang 
Pera turan Pe laksanaan Undang-Undang Nomor 6 
T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5717) ; 

7. Pera turan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2014 
tentang D a n a Desa yang bersumber dar i Anggaran 
Pendapatan dan Be lan ja Negara (Lembaran 
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Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 
168, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah d iubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 T a h u n 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2014 tentang D a n a 
Desa yang Bersumber dar i Anggaran Pendapatan 
dan Be lan ja Negara (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2015 Nomor 88, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5494) ; 

8. Pera turan Presiden Nomor 54 T a h u n 2010 tentang 
Pengadaan B a r a n g / J a s a Pemerintah sebagaimana 
telah d iubah beberapa ka l i terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor Nomor 4 T a h u n 2015 
tentang Perubahan Keempat Atas Pera turan 
Presiden Nomor 54 T a h u n 2010 tentang 
Pengadaan B a r a n g / J a s a Pemerintah; 

9. Pera turan Menteri Da lam Negeri Nomor 113 
T a h u n 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

10. Pera turan Lembaga Keb i jakan Pengadaan 
B a r a n g / J a s a Pemerintah Nomor 13 T a h u n 2013 
tentang Pedoman Ta ta C a r a Pengadaan 
B a r a n g / J a s a di Desa; 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N B U P A T I TENTANG PEDOMAN PENGADAAN 
BARANG / J A S A D I D E S A . 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da lam Peraturan Bupa t i in i yang d imaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas H u l u . 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
u n s u r penyelenggara pemer intahan daerah yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupa t i ada lah Bupa t i Kapuas H u l u . 

4. Desa ada lah kesa tuan masyaraka t h u k u m yang 
memi l ik i batas wi layah yang berwenang u n t u k 
mengatur dan mengurus u r u s a n pemerintahan, 
kepentingan masyaraka t setempat berdasarkan 
p raka r sa masyarakat , h a k asa l u s u l , dan/a tau h a k 



tradis ional yang d i aku i dan dihormati da lam sistem 
pemerintahan Negara Kesa tuan Republ ik Indonesia. 

5. Pemer intahan Desa ada lah penyelenggaraan 
u r u s a n pemer intahan dan kepentingan masyaraka t 
setempat da lam sistem pemer intahan Negara 
Kesa tuan Republ ik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa ada lah Kepala Desa d ibantu 
perangkat desa sebagai u n s u r penyelenggara 
Pemer intahan Desa. 

7. B a d a n Permusyawaratan Desa yang se lanjutnya 
dis ingkat B P D adalah lembaga yang me laksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wak i l dar i penduduk Desa berdasarkan keterwaki lan 
wi layah dan ditetapkan secara demokratis. 

8. Musyawarah Desa ada lah musyawarah an ta ra B P D , 
Pemerintah Desa dan u n s u r masyaraka t yang 
diselenggarakan oleh B P D u n t u k menyepakat i ha l 
yang bersifat strategis. 

9. Pera turan Desa ada lah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah 
dibahas dan disepakat i bersama B P D . 

10. Pembangunan Desa ada lah upaya peningkatan 
kua l i tas h idup dan kehidupan u n t u k sebesar-
besarnya kesejahteraan masyaraka t Desa. 

11 . Pemegang K e k u a s a a n Pengelolaan Keuangan Desa 
yang se lanjutnya disebut P K P K D e s adalah Kepala 
Desa yang ka rena j aba tannya mempunya i 
kewenangan menyelenggarakan kese lu ruhan 
pengelolaan keuangan Desa. 

12. Keuangan Desa ada lah semua hak dan kewaj iban 
Desa yang dapat d ini la i dengan uang serta segala 
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pe laksanaan h a k dan kewaj iban Desa. 

13. Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Desa yang 
se lanjutnya disebut A P B D e s a adalah rencana 
keuangan t ahunan pemerintahan desa yang d ibahas 
dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan 
B P D dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

14. Aset Desa ada lah barang mi l ik Desa yang berasal 
dar i kekayaan as l i Desa, dibeli a t au diperoleh atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Desa a tau 
perolehan hak l a innya yang sah . 

15. Pemberdayaan Masyarakat Desa ada lah upaya 
mengembangkan kemandi r ian dan kesejahteraan 
masyaraka t dengan meningkatkan pengetahuan, 



s ikap, keterampi lan, per i laku, kemampuan, 
kesadaran , serta memanfaatkan sumber daya mela lui 
penetapan kebi jakan, program, kegiatan, dan 
pendampingan yang sesua i dengan esensi masa lah 
dan prioritas kebutuhan masyaraka t Desa. 

16. Lembaga Kemasyaraka tan Desa ada lah lembaga yang 
dibentuk oleh masyaraka t sesua i dengan kebutuhan 
dan merupakan mi t ra Pemerintah Desa da lam 
memberdayakan masyarakat . 

17. Pengadaan B a r a n g / J a s a di Desa yang se lanjutnya 
disebut Pengadaan B a r a n g / J a s a ada lah kegiatan 
u n t u k memperoleh B a r a n g / J a s a oleh Pemerintah 
Desa, baik d i l akukan dengan ca ra swakelola m a u p u n 
melalui penyedia barang/jasa. 

18. T i m Pe laksana Kegiatan yang se lanjutnya disingkat 
T P K ada lah t im yang ditetapkan oleh Kepala Desa 
dengan Sura t Keputusan , terdiri dar i u n s u r 
Pemerintah Desa dan u n s u r Lembaga 
Kemasyaraka tan Desa u n t u k me laksanakan 
Pengadaan B a r a n g / J a s a . 

19. Penyedia B a r a n g / J a s a ada lah badan u s a h a a tau 
orang perseorangan yang menyediakan 
barang/pekerjaan kons t ruks i/ j a sa konsu l tans i/ j a s a 
la innya . 

20. Swakelo la ada lah kegiatan pengadaan barang/jasa 
d imana peker jaannya d i rencanakan, d iker jakan 
dan/a tau d iawasi sendir i oleh TPK . 

2 1 . Ba rang ada lah setiap benda baik berwujud 
m a u p u n t idak berwujud, bergerak m a u p u n t idak 
bergerak, yang dapat diperdagangkan, d ipakai , 
d ipergunakan a tau d imanfaatkan oleh Pengguna 
Barang . 

22 . Pekerjaan Kons t ruks i ada lah se lu ruh pekerjaan yang 
berhubungan dengan pe laksanaan kons t ruks i 
bangunan a tau pembuatan wu jud f isik la innya . 

23 . J a s a Konsu l tans i ada lah j a s a layanan profesional 
yang membutuhkan keah l ian tertentu di berbagai 
bidang ke i lmuan yang mengutamakan adanya olah 
p ik ir (brainware). 

24. J a s a La innya ada lah j a s a yang membutuhkan 
kemampuan tertentu yang mengutamakan 
ketrampi lan (skillware) da lam s u a t u s istem tata kelola 
yang telah dikenal luas d idunia u s a h a u n t u k 
menyelesaikan s u a t u pekerjaan a tau segala pekerjaan 
dan/a tau penyediaan j a s a se la in j a s a konsu l tans i , 
pe laksanaan pekerjaan kons t ruks i dan pengadaan 
barang. 



Pasa l 2 

Maksud d iber lakukanya Pera turan Bupa t i in i ada lah 
u n t u k member ikan pedoman bagi Pemerintah Desa 
da lam Me laksanakan Pengadaan B a r a n g / J a s a yang 
dibiayai dengan dana APBDesa . 

Pasa l 3 

T u j u a n d iber lakukanya Pera turan Bupa t i in i ada lah 
agar Pengadaan B a r a n g / J a s a di Desa d i l aksanakan 
sesua i dengan tata kelola yang baik dan benar sesua i 
dengan pr ins ip Pengadaan B a r a n g / J a s a di Desa. 

B A B I I 

RUANG L I N G K U P 

Pasa l 4 

Ruang L ingkup pengaturan tata ca ra pe laksanaan 
Pengadaan B a r a n g / J a s a da lam Peraturan B u p a t i in i 
ada lah Pengadaan B a r a n g / J a s a yang pembiayaannya 
bersumber dar i A P B Desa . 

Pengaturan tata c a r a pe laksanaan Pengadaan 
B a r a n g / J a s a sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
mel iputi : 

a. pengadaan barang/jasa di desa mela lui swakelola; 

b. pengadaan barang/jasa di desa mela lui penyedia 
barang/j a sa ; dan 

c. pengawasan, pembayaran, pelaporan dan serah 
terima. 

Pengadaan B a r a n g / J a s a sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) yang pembiayaannya bersumber dar i 
APBDesa , t idak t e rmasuk da lam ruang l ingkup Pasa l 
2 Pera turan Presiden Nomor 54 T a h u n 2010 tentang 
Pengadaan B a r a n g / J a s a Pemerintah sebagaimana 
d iubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 
T a h u n 2015 tentang Perubahan Keempat atas 
Pera turan Presiden Nomor 54 T a h u n 2010 tentang 
Pengadaan B a r a n g / J a s a Pemerintah. 

Pasa l 5 

Pengadaan B a r a n g / J a s a di Desa pada pr ins ipnya 
d i l akukan secara swakelola. 



(2) Pengadaan secara swakelola sebagaimana d imaksud 
ayat (1), d i l aksanakan dengan c a r a : 

a. memaks ima lkan penggunaan mater ia l/bahan dar i 
w i layah setempat; 

b. c a ra gotong royong mel ibatkan part is ipasi 
masyaraka t setempat; 

c. memper luas kesempatan ker ja; dan 

d. pemberdayaan masyaraka t setempat. 

Pasa l 6 

(1) Pengadaan B a r a n g / J a s a di Desa sebagaimana 
d imaksud da lam Pasa l 5 ayat (1) yang t idak dapat 
d i l aksanakan secara swakelola, baik sebagian 
m a u p u n kese luruhan , d i l aksanakan oleh Penyedia 
B a r a n g / J a s a yang dianggap mampu. 

(2) Penyedia B a r a n g / J a s a yang dianggap m a m p u da lam 
pe laksanaan Pengadaan B a r a n g / J a s a sebagaimana 
d imaksud ayat (1) h a r u s memenuhi persyaratan 
memi l ik i tempat/lokasi u s a h a dan Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP). 

(3) Se la in ketentuan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
Penyedia B a r a n g / J a s a u n t u k pekerjaan kons t ruks i , 
m a m p u menyediakan tenaga ah l i dan/a tau peralatan 
yang d iper lukan da lam pe laksanaan pekerjaan. 

Pasa l 7 

Pengadaan B a r a n g / J a s a di Desa da lam Peraturan Bupa t i 
in i mel iputi : 

a. barang; 

b. pekerjaan kons t ruks i ; 

c. j a s a konsu l tans i ; dan 

d. j a s a la innya . 

t-



B A B I I I 
TATA NILAI PENGADAAN 

Bag ian Pertama 

Pr ins ip-pr ins ip pengadaan 

Pasa l 8 

Pengadaan B a r a n g / J a s a menerapkan pr ins ip-pr ins ip yang 
meliputi : 

a. efisien, berarti Pengadaan B a r a n g / J a s a h a r u s 
d iusahakan dengan menggunakan dana dan daya 
yang min ima l u n t u k mencapai kua l i tas dan sasa ran 
dalam w a k t u yang ditetapkan a tau menggunakan 
dana yang telah ditetapkan u n t u k mencapai has i l dan 
sasa ran dengan kua l i t as yang maks ima l ; 

b. efektif, berart i Pengadaan B a r a n g / J a s a h a r u s sesua i 
dengan kebutuhan dan sasa ran yang telah ditetapkan 
serta member ikan manfaat yang sebesar-besarnya; 

c. t ransparan , berart i s emua ketentuan dan informasi 
mengenai Pengadaan B a r a n g / J a s a bersifat j e las dan 
dapat d iketahui secara l uas oleh masyaraka t dan 
penyedia barang/jasa yang berminat; 

d. pemberdayaan masyarakat , berarti Pengadaan 
B a r a n g / J a s a h a r u s di jadikan sebagai w a h a n a 
pembelajaran bagi masyaraka t u n t u k dapat mengelola 
pembangunan di desanya; 

e. gotong royong, berarti penyediaan tenaga ker ja oleh 
masyaraka t da lam pe laksanaan kegiatan 
pembangunan di desa; dan 

f. akuntabe l , berarti h a r u s sesuai dengan a tu ran dan 
ketentuan yang terkait dengan Pengadaan 
Barang/ J a s a sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

Bag ian Kedua 
E t i k a Pengadaan 

Pasa l 9 

Pa ra p ihak yang terkait da lam pe laksanaan Pengadaan 
B a r a n g / J a s a h a r u s mematuhi et ika mel iputi : 

a. bertanggung jawab ; 

b. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; 
dan ; 

c. pa tuh terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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B A B IV 
PARA P IHAK DALAM PENGADAAN B A R A N G / J A S A 

Bag ian Per tama 
Organisas i Pengadaan 

Pasa l 10 

Organisas i Pengadaan B a r a n g / J a s a u n t u k pengadaan 
mela lui swakelola a t au mela lui Penyedia B a r a n g / J a s a 
terdiri a tas : 

a . Kepa la Desa; 

b. TPK ; 

Pasa l 11 

(1) Da l am pember lakuan Pera turan in i , Bupa t i dapat 
membentuk T i m As is tens i Desa. 

(2) T i m As is tens i Desa sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) terdir i dar i : 

a. B a d a n Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemer intahan Desa Kabupaten Kapuas H u l u ; 

b. D inas B i n a Marga dan Pengairan Kabupaten 
K a p u a s H u l u ; 

c. D inas C ip ta K a r y a dan T a t a Ruang Kabupaten 
Kapuas H u l u ; 

d. Bag ian Pengendalian Pembangunan Sekretar iat 
Daerah Kabupaten Kapuas H u l u ; dan 

e. Uni t Layanan Pengadaan Kabupaten K a p u a s H u l u ; 

(3) T i m As is tens i sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
memi l ik i tugas dan fungsi mel iputi : 

a. meningkatkan sumber daya manus i a ; 

b. me l akukan pendampingan Pengadaan 
B a r a n g / J a s a ; 

c. menyelesa ikan konfl ik Pengadaan B a r a n g / J a s a di 
Desa; dan 

d. s inkron isas i Pengadaan B a r a n g / J a s a yang 
mengunakan dana A P B D dengan Pengadaan 
Barang/ J a s a yang menggunakan dana APBDesa . 
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Pasa l 12 

(1) Pemerintah Desa dapat menyediakan biaya pendukung 
pe laksanaan Pengadaan B a r a n g / J a s a yang dibiayai 
dar i A P B D e s a yang mel iputi : 

a . honorar ium T P K t e rmasuk t im teknis ; dan/a tau 

b. b iaya l a innya yang d iper lukan. 

(2) B e s a r n y a honorar ium yang di tetapkan oleh kepala desa 
d i sesua ikan dengan kemampuan APBDesa . 

Bag ian Kedua 
Kepala Desa 

Pasa l 13 

(1) Kepala Desa sebagai Kepa la Pemerintah Desa ada lah 
Pemegang K e k u a s a a n Pengelolaan Keuangan Desa. 

(2) Da l am rangka pengelolaan keuangan dan pemil ihan 
Penyedia Barang/ J a s a , Kepala Desa dapat 
me l impahkan sebagian kewenangan kepada perangkat 
desa yang d i tunjuk. 

Pasa l 14 

Kepala Desa memi l ik i tugas pokok dan kewenangan 
sebagai ber ikut : 

a . menetapkan Rencana U m u m Pengadaan; 

b. mengumumkan secara l uas Rencana U m u m 
Pengadaan sekurang-kurangnya pada papan 
pengumuman desa; 

c. menetapkan T P K ; 

d. memberhent ikan kegiatan T P K mela lui musyawarah 
dengan B P D ; 

e. mengawasi dan mengevaluasi pe laksanaan anggaran; 

f. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. mengawasi peny impanan dan pemel iharaan se lu ruh 
dokumen pengadaan barang/jasa. 

Pasa l 15 

(1) Se la in tugas pokok dan kewenangan sebagaimana 
d imaksud da lam Pasa l 14, da lam h a l d iper lukan 
Kepala Desa dapat menetapkan t im teknis u n t u k 
membantu tugas T P K . 



(2) T i m teknis sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

ada lah panitia/pejabat peneliti pe laksanaan Perjanjian 

Ker jasama. 

Bag ian Ketiga 
T i m Pe laksana Kegiatan 

Pasa l 16 

(1) U n t u k me laksanakan Pengadaan B a r a n g / J a s a 
d ibentuk T P K . 

(2) T P K ada lah di tetapkan oleh Kepa la Desa berdasarkan 
u s u l a n da lam Musyawarah Desa an ta ra B P D , 
Pemerintah Desa dan u n s u r masyarakat . 

(3) T P K sebagaimana d imaksud pada ayat (1), terdiri dar i 
u n s u r Pemerintah Desa dan u n s u r Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) a t au sebutan 
la in pada desa setempat. 

(4) U n s u r Pemerintah Desa sebagaimana d imaksud pada 
ayat (3), ada lah kepala u r u s a n yang ada di desa yang 
memi l ik i k emampuan da lam menja lankan tugas dan 
fungsinya. 

(5) U n s u r Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 
sebagaimana d imaksud pada ayat (3), ada lah 
ketua/anggota LPMD a t au sebutan la in secara h i ra rk i s 
yang akt i f dan memi l ik i Kompetensi di bidangnya. 

(6) T P K ditetapkan sesua i kebu tuhan yang terdiri atas: 

a . ke tua merangkap anggota, berasal dar i kepala 
u r u s a n yang ada di desa; 

b. sekretar is merangkap, berasal dar i u n s u r LPMD 
a tau sebutan la in ; dan 

c. 1 (satu) orang anggota berasal dar i u n s u r 
Perangkat Desa dan/a tau dar i u n s u r LPMD a tau 
sebutan l a in dan/a tau kader pemberdayaan 
masyaraka t desa dan/a tau u n s u r masyaraka t 
la innya . 

Pasa l 17 

U n t u k ditetapkan sebagai anggota T P K h a r u s memenuhi 
persyaratan sebagai ber ikut : 

a . memi l ik i integritas, d is ip l in tinggi dan tanggung j awab 
da lam me laksanakan tugas; 

r 



b. m a m p u mengambil keputusan , bert indak tegas dan 
memi l ik i kete ladanan da lam s ikap per i l aku serta t idak 
pernah terlibat Korups i , Ko lus i dan Nepotisme; 

c. memi l ik i kemampuan ker ja secara berkelompok da lam 
me laksanakan setiap tugas/pekerjaannya; dan 

d. menandatangani pak ta integritas. 

Pasa l 18 

T P K memi l ik i tugas pokok dan kewenangan sebagai 
ber ikut: 

a. menyusun rencana pengadaan barang/jasa; 

b. menyusun rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan 
bahan dan peralatan; 

c. me l akukan pemil ihan terhadap penyedia barang/jasa; 

d. menetapkan penyedia barang/jasa; 

e. meny impan dan menjaga keu tuhan se lu ruh dokumen 
pe laksanaan pengadaan barang/Jasa ; 

f. mengajukan rencana penggunaan dana kepada 
PKPKDes 

g. member ikan pertanggungjawaban atas pe laksanaan 
kegiatan barang/jasa kepada kepala desa; 

h . menetapkan spesi f ikasi teknis barang/jasa; 

i . membuat Rencana Anggaran B i a y a (RAB) ; 

j . menyetujui buk t i pembelian, menandatangani ku i t ans i 
dan mendatangi Su ra t Perjanj ian; 

k. me laksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa; 

1. mengendal ikan pe laksanaan kontrak; 

m. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan 
B a r a n g / J a s a setiap 1 (satu) bu lan kepada Kepa la Desa 
mela lui Sekretar is Desa; 

n . mengusu lkan pembentukan t im teknis kepada Kepala 
Desa; dan 

o. menyerahan has i l pekerjaan kepada Kepala Desa. 

Pasa l 19 

Ke tua T P K di larang mengadakan ika tan perjanjian dengan 
penyedia barang/j a s a apabi la be lum tersedia anggaran 
a tau t idak c u k u p tersedia anggaran yang dapat 
mengakibatkan d i lampauinya batas anggaran yang tersedia 

t 



u n t u k kegiatan yang dibiayai dar i APBDesa . 

B A B V 

PENGADAAN B A R A N G / J A S A M E L A L U I S W A K E L O L A 

Pasa l 20 

Pe laksanaan swakelola oleh T P K mel iputi kegiatan 
persiapan, pe laksanaan, pengawasan, penyerahan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban has i l pekerjaan. 

Pasa l 2 1 

Da lam pe laksanaan pekerjaan fisik swakelola T P K h a r u s 
mel ibatkan Lembaga Kemasyaraka tan Desa (LKD) . 

Pasa l 22 

K h u s u s u n t u k pekerjaan kons t ruks i t idak sederhana, 
ya i tu pekerjaan kons t ruks i yang membutuhkan tenaga 
ah l i dan/a tau peralatan berat, t idak dapat d i l aksanakan 
dengan ca ra swakelola. 

Pasa l 23 

Rencana pe laksanaan swakelola mel iputi : 

a. perk i raan biaya (Rencana Anggaran B iaya/RAB ) . 

a. j adwa l pe laksanaan pekerjaan; 

b. r encana penggunaan tenaga ker ja , kebu tuhan bahan 
dan peralatan; 

c. k h u s u s u n t u k pekerjaan kons t ruks i , menetapkan 
gambar rencana ker ja sederhana/sketsa; dan 

d. spesi f ikasi teknis B a r a n g / J a s a yang d iper lukan. 

Pasa l 24 

Swakelo la d i l aksanakan dengan ketentuan sebagai 
ber ikut: 

a . pe laksanaan swakelo la d i l akukan berdasarkan 
rencana pe laksanaan Pengadaan B a r a n g / J a s a mela lui 
swakelola; 

b. kebu tuhan barang/j a s a t e rmasuk di da lamnya 
bahan/mater ia l u n t u k mendukung kegiatan swakelola 
yang t idak dapat d isediakan dengan ca ra swadaya, 
d i l akukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap 
m a m p u oleh TPK ; 
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c. k h u s u s u n t u k pekerjaan kons t ruks i : 

1. menun juk sa tu orang penanggung j awab teknis 
pe laksanaan pekerjaan dar i anggota T P K yang 
dianggap m a m p u a tau mengetahui teknis 
kegiatan / pekerj aan ; 

2. dapat d ibantu oleh personil yang d i tun juk dar i 
d inas teknis yang terkait ; dan/a tau 

3. dapat d ibantu oleh pekerja (tenaga tukang 
dan/atau mandor). 

d. K h u s u s pekerjaan kons t ruks i bangunan, pembuatan 
dan/a tau peningkatan j a l a n di pedesaan, u n t u k 
mendukung ke lancaran pe laksanaan pengadaan 
B a r a n g / J a s a yang d i l akukan secara Swakelola, T P K 
mengajukan pencairan dana kepada P K P K D e s terbagi 
d u a tahap ya i tu : 

1. tahap pertama seni lai 6 0 % (empat pu luh 
perseratus) merupakan uang d i m u k a dar i n i la i 
pekerjaan u n t u k membiayai pers iapan 
pe laksanaan kegiatan; 

2. tahap kedua seni lai 4 0 % (empat p u l u h perseratus) 
setelah T P K mempertanggungjawabkan 100% 
(seratus perseratus) dar i n i la i uang d i m u k a yang 
telah d ipergunakan; dan 

3. bukt i pembayaran dianggap sah setelah ada 
persetujuan dar i Sekretar is Desa se l aku 
Koordinator Pe laksana Tekn i s Pengelolaan 
Keuangan Desa. 

e. T P K wajib memonitor kemajuan f isik semua kegiatan 
pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, 
se lanjutnya dievaluasi setiap minggu dan 
membuatkan laporan. 

f. T P K wajib mempertanggungjawabkan real isas i 
Keuangan dan rea l isas i f isik pekerjaan yang menjadi 
kewaj ibannya. 

g. T P K wajib mempertanggungjawabkan has i l 
pekerjaan/ kegiatan kepada Kepa la Desa se laku 
PKPKDes . 

B A B V I 

PENGADAAN B A R A N G / J A S A M E L A L U I P E N Y E D I A 
B A R A N G / J A S A 

Pasa l 25 

(1) Pengadaan Barang/ J a s a mela lui penyedia 
barang/jasa d imaksudkan u n t u k memenuhi 
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kebutuhan B a r a n g / J a s a da lam rangka mendukung 
pe laksanaan swakelola m a u p u n memenuhi 
kebu tuhan barang/jasa secara langsung di Desa. 

(2) Da lam ha l T P K mengundang Penyedia Barang/ jasa 
h a r u s memi l ik i kr i ter ia sebagai ber ikut: 

1. memi l ik i tempat u s a h a dengan a lamat tetap, j e las 
dan dapat d i jangkau dengan j a s a pengir iman serta 
u s a h a yang mas ih akt i f d idukung dengan 
d idukung kebenaran u s a h a dar i Kepala Desa; dan 

2. u n t u k pekerjaan kon t ruks i , m a m p u menyediakan 
tenaga ahl i dan / a tau peralatan yang d iper lukan 
da lam pe laksanaan pekerjaan. 

3. memil ik i Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

(3) Da lam ha l penyedia t idak memi l ik i kr i ter ia 
sebagaimana d imaksud pada ayat 2 (dua), m a k a 
dianggap sebagai orang perseorangan yang b u k a n 
badan u s a h a seperti tukang k a y u , tukang batu dan 
sejenisnya. 

Pasa l 26 

T P K menyusun rencana pe laksanaan pengadaan mel iputi : 

a. Rencana Anggaran B i a y a (RAB) berdasarkan data 
harga pasar setempat a tau harga pasar terdekat dar i 
desa tersebut yang diangap wajar; 

b. da lam penyusunan R A B dapat memperhi tungkan 
ongkos k i r im a t au ongkos pengambilan atas 
barang/jasa yang a k a n d iadakan; 

c. m e n y u s u n spesi f ikasi teknis barang/jasa (apabila 
d iper lukan) ; 

d. contoh spesi f ikasi teknis barang/jasa yang d iper lukan 
sebagaimana d imaksud da lam h u r u f c, t e rcantum 
da lam Lamp i ran I yang merupakan bagian yang t idak 
terp isahkan dar i Pera turan B u p a t i in i . 

Pasa l 27 

U n t u k pekerjaan kons t ruks i baik yang d i l aksanakan 
dengan ca ra swakelola m a u p u n melalui penyedia 
barang/jasa disertai dengan R A B dan gambar rencana 
ker ja (apabila d iper lukan) . 



B A B V I I 
TATA CARA PENGADAAN B A R A N G / J A S A 

Pasa l 28 

Pengadaan barang/jasa dengan n i la i sampai dengan 
Rp50.000 .000 ,00 ( l ima pu luh j u t a rupiah) 
d i l aksanakan dengan ca ra : 

a . T P K membeli barang/ jasa kepada 1 (satu) Penyedia 
B a r a n g / J a s a ; 

b. pembelian sebagaimana d imaksud da lam h u r u f a 
d i l akukan tanpa permintaan penawaran tertul is 
dar i T P K dan tanpa penawaran tertul is dar i 
penyedia barang/jasa; 

c. T P K me l akukan negosiasi ( tawar-menawar) dengan 
penyedia barang/jasa u n t u k memperoleh harga 
yang lebih m u r a h ; 

d. penyedia barang/j a s a member ikan bukt i t r ansaks i 
berupa nota, faktur pembelian, a tau ku i t ans i 
u n t u k dan atas n a m a TPK . 

Pasa l 29 

Pengadaan barang/jasa dengan n i la i lebih dar i 
Rp50.000.000,00 ( l ima p u l u h j u t a rupiah) sampai 
dengan Rp200.000 .000 ,00 (dua ra tus j u t a rupiah) 
d i l aksanakan dengan ca ra : 

a. T P K membeli B a r a n g / J a s a kepada 1 (satu) Penyedia 
Barang/ J a s a ; 

b. pembelian sebagaimana d imaksud dalam h u r u f a 
d i l akukan oleh T P K dengan ca ra meminta 
penawaran secara tertul is dar i Penyedia 
B a r a n g / J a s a dengan di lampir i daftar barang/jasa 
(r incian barang/jasa a tau ruang l ingkup pekerjaan, 
volume dan satuan) ; 

c. Penyedia B a r a n g / J a s a menyampaikan penawaran 
tertul is yang berisi daftar barang/jasa (r incian 
B a r a n g / J a s a a tau l ingkup pekerjaan, volume dan 
satuan) ; 

d. T P K me l akukan negosiasi (tawar menawar) dengan 
penyedia B a r a n g / J a s a u n t u k memperoleh harga 
yang lebih m u r a h ; 

e. penyedia B a r a n g / J a s a member ikan bukt i t r ansaks i 
berupa ku i t ans i u n t u k dan a tas n a m a TPK . 



Pasa l 30 

Pengadaan barang/jasa dengan n i la i lebih dar i 
Rp200.000 .000 ,00 (dua ra tus j u t a rupiah) d i l aksanakan 
dengan ca ra : 

a . T P K mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran 
secara tertul is dar i 2 (dua) Penyedia B a r a n g / J a s a 
yang berbeda d i lampir i dengan daftar barang/jasa 
(r incian barang/jasa a tau ruang l ingkup pekerjaan, 
volume, dan satuan) dan spesi f ikasi teknis 
barang/j asa ; 

b. Penyedia B a r a n g / J a s a menyampa ikan penawaran 
tertul is yang berisi daftar barang/jasa (r incian 
barang/jasa a tau ruang l ingkup pekerjaan, volume 
dan satuan) dan harga; 

c. T P K meni la i pemenuhan spesi f ikasi teknis 
barang/jasa terhadap kedua penyedia barang/jasa 
yang m e m a s u k k a n penawaran; 

d. apabi la spesi f ikasi teknis barang/ jasa yang 
d i tawarkan: 

1. d ipenuhi oleh kedua Penyedia B a r a n g / J a s a , m a k a 
d i lan jutkan dengan proses negosiasi (tawar 
menawar) secara bersamaan; 

2. apabi la d ipenuhi oleh sa lah sa tu Penyedia 
B a r a n g / J a s a , m a k a T P K tetap me lan jutkan 
dengan proses negosiasi (tawar menawar) kepada 
penyedia barang/ jasa yang memenuhi spesi f ikasi 
teknis tersebut; 

3 . t idak d ipenuhi oleh kedua Penyedia B a r a n g / J a s a , 
m a k a T P K membata lkan proses pengadaan. 

e. apabi la spesi f ikasi teknis t idak dipenuhi sebagaimana 
d imaksud da lam h u r u f d angka 3, m a k a T P K 
me laksanakan kembal i proses pengadaan 
sebagaimana d imaksud da lam h u r u f a kepada 
penyedia barang/jasa yang la in . 

f. negosiasi ( tawar-menawar) sebagaimana d imaksud 
da lam h u r u f d angka 1 dan h u r u f d angka 2 u n t u k 
memperoleh harga yang lebih m u r a h ; 

g. has i l negosiasi d i tuangkan da lam Sura t Perjanj ian 
Ker ja S a m a antara Ke tua T P K dan Penyedia 
Barang/ J a s a yang berisi sekurang-kurangnya : 

1. tanggal dan tempat d ibuatnya sura t perjanjian; 

2. para p ihak; 

3 . ruang l ingkup pekerjaan; 
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4. n i la i pekerjaan; 

5. hak dan kewaj iban para p ihak; 

6. j angka w a k t u pe laksanaan pekerjaan; 

7. ketentuan keadaan kahar ; 

8. s anks i ; dan 

9. tata c a r a pembayaran. 

h . p ihak Penyedia B a r a n g / J a s a yang berwenang 
menandatangi Su ra t Perjanj ian sebagaimana 
d imaksud da lam h u r u f g, ada lah pemil ik toko, pemil ik 
u s a h a dagang, D i reks i dan/a tau p ihak la in yang 
b u k a n D i reks i a t au yang n a m a n y a tidak d isebutkan 
da lam Ak ta Pendir ian/Anggaran Dasar sepanjang 
p ihak tersebut pengurus/karyawan perusahaan yang 
berstatus sebagai tenaga ker ja tetap dan mendapat 
k u a s a a t au pendelegasian wewenang yang sah dar i 
D i reks i a t au p ihak yang sah berdasarkan Ak ta 
Pendir ian/ Anggaran Dasar ; 

Pasa l 3 1 

(1) Contoh penawaran tertul is yang dibuat oleh T P K dan 
Penyedia B a r a n g / J a s a sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 29 h u r u f b dan h u r u f c, serta Pasa l 30 
h u r u f a dan h u r u f b, tercantum da lam Lamp i ran I I 
dan Lamp i ran I I I yang merupakan bagian yang t idak 
terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i in i . 

(2) Contoh berita aca ra dan sura t perjanjian ker jasama 
sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 30 h u r u f g, 
t e rcantum da lam Lamp i ran IV dan Lamp i ran V yang 
merupakan bagian yang t idak terp isahkan dar i 
Peraturan Bupa t i in i . 

Pasa l 32 

(1) Apabi la d iper lukan, T P K dapat memer in tahkan secara 
tertul is kepada Penyedia B a r a n g / J a s a u n t u k 
me l akukan perubahan ruang l ingkup pekerjaan yang 
meliputi : 

a. menambah a t au mengurangi volume pekerjaan; 

b. mengurangi j en i s pekerjaan; 

c. mengubah spesi f ikasi teknis pekerjaan sesua i 
dengan kebutuhan lapangan; dan/atau 

d. me laksanakan pekerjaan tambah. 

(2) Terhadap perubahan ruang l ingkup pekerjaan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1), Penyedia 
B a r a n g / J a s a menyampa ikan penawaran tertul is 



kepada TPK . 

(3) T P K me l akukan negosiasi ( tawar-menawar) dengan 
Penyedia B a r a n g / J a s a u n t u k memperoleh harga yang 
lebih murah . 

(4) U n t u k ni la i Pengadaan barang/j a s a di a tas 
Rp200 .000 .000 ,00 (dua ra tus j u t a rupiah) , d i l akukan 
addendum sura t perjanjian yang memuat perubahan 
ruang l ingkup dan total n i la i pekerjaan yang disepakati . 

B A B V I I I 

PEMBAYARAN 

Pasa l 33 

Pembayaran atas pe laksanaan Pengadaan B a r a n g / J a s a 
secara swakelola dan/a tau mela lui Penyedia B a r a n g / J a s a 
d i l akukan dengan ketentuan sebagai ber ikut : 

a. setiap pengeluaran belanja atas beban A P B D e s a h a r u s 
d idukung dengan bukt i yang lengkap dan sah ; dan 

b. bukt i sebagaimana d imaksud da lam h u r u f a h a r u s 
mendapat pengesahan oleh Sekretar is Desa u n t u k 
keabsahan penggunaan bukt i d imaksud ; 

c. u n t u k pembayaran atas pe laksanaan pengadaan 
mela lui penyedia h a r u s d ibuatkan Ber i ta Aca ra 
Pembayaran; dan 

d. Format Ber i ta Aca ra Pembayaran tercantum da lam 
Lamp i ran V I I yang merupakan bagian yang t idak 
terp isahkan dar i Pera turan Bupa t i in i . 

B A B I X 

FORCE MAJEURE 

Pasa l 34 

(1) Keadaan Force Majeure merupakan sa lah sa tu 
keadaan yang terjadi di luar kehendak para p ihak dan 
t idak dapat d iperk i rakan sebelumnya, sehingga 
kewaj iban yang d i tentukan da lam Sura t Perjanjian 
menjadi t idak dapat dipenuhi . 

(2) Yang dapat digolongkan sebagai keadaan Force 
Majeure da lam Sura t Perjanj ian Pengadaan 
B a r a n g / J a s a di Desa meliputi : 

a. bencana a lam; 

b. bencana sosial ; dan/a tau 



c. kebakaran ; 

(3) Da lam ha l terjadi keadaan Force Majeure, penyedia 
barang/jasa member i tahukan tentang terjadinya 
keadaan k a h a r kepada T P K secara tertul is da lam w a k t u 
paling lambat 7 (tujuh) ha r i kalender sejak terjadinya 
keadaan Force Majeure, dengan menyer takan sa l inan 
as l i pernyataan Keadaan Force Majeure yang 
d ike luarkan oleh p ihak/ ins tans i yang berwenang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
ber laku. 

(4) Ha l -ha l merug ikan da lam pengadaan barang/jasa yang 
d isebabkan oleh perbuatan a tau ke la la ian p ihak 
penyedia barang t idak t e rmasuk Katagori Keadaan 
Force Majeure. 

Keter lambatan pe laksanaan pekerjaan yang 
d iak ibatkan terjadinya keadaan k a h a r t idak d ikenakan 
sanks i . 

Setelah terjadinya keadaan Force Majeure, para p ihak 
dapat me l akukan kesepakatan kembal i , dan 
se lanjutnya d i tuangkan da lam perubahan Sura t 
Perjanj ian Ker ja. 

B A B X 

P E N Y E L E S A I A N P E R S E L I S I H A N 

Pasa l 35 

(1) Apabi la terjadi persel is ihan an ta ra T P K dan penyedia 
barang/jasa, m a k a terlebih d a h u l u d ise lesaikan 
mela lui musyawarah u n t u k mufakat yang dipimpin 
langsung oleh Kepala Desa se l aku PKPKDes . 

(2) Da l am ha l penyelesaian perse l is ihan sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) t idak tercapai k a t a mufakat , 
m a k a penyelesaian perse l is ihan d i l akukan T i m 
As is tens i dan/a tau pengadilan. 

B A B X I 

S E R A H T E R I M A P E K E R J A A N 

Pasa l 36 
(1) T P K mener ima penyerahan pekerjaan setelah se lu ruh 

has i l pekerjaan d i l aksanakan sesuai dengan 
ketentuan Sura t Perjanj ian. 
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(2) Apabi la terdapat kekurangan da lam has i l pekerjaan, 
T P K melaporkan secara tertul is kepada Kepala Desa 
se l aku P K P K D e s u n t u k me lakukan penundaan 
pencairan dan memer intahkan kepada penyedia 
barang/jasa u n t u k memperbaiki dan/a tau 
melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang 
d i syara tkan di da lam Sura t Perjanjian. 

(3) Penyedia Barang/ J a s a dapat mengajukan permintaan 
pembayaran secara tertul is kepada PKPKDes mela lui 
T P K setelah pekerjaan selesai 100% (seratus 
perseratus) dengan di lampir i Ber i ta Aca ra 
Pemer iksaan Has i l Pekerjaan dan Ber i ta Aca ra Serah 
Ter ima Has i l Pekerjaan. 

(4) Format Ber i ta Aca ra Pemer iksaan Has i l Pekerjaan, 
Pener imaan Has i l Pekerjaan, dan Serah Te r ima Has i l 
Pekerjaan, sebagaimana tercantum da lam Lamp i ran 
I X yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i 
Pera turan Bupa t i in i . 

B A B X I I 

PENGAWASAN 

Pasa l 37 

(1) Kepala Desa wajib me l akukan pengendalian 
Pengadaan B a r a n g / J a s a di Desa. 

(2) Pengawasan atas pe laksanaan Pengadaan 
B a r a n g / J a s a d i l aksanakan oleh Bupa t i . 

(3) Pengawasan oleh Bupa t i sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) didelegasikan kepada Bag ian Pengendalian 
Pembangunan Sekretar iat Daerah Kabupaten Kapuas 
H u l u dan Camat . 

B A B X I I I 
SANKS I 

Pasa l 38 

(1) Penyedia B a r a n g / J a s a dapat d iber ikan s a n k s i j i k a 
terbukt i me l akukan dengan sengaja perbuatan a t au 
t indakan sebagai ber ikut : 

a. be rusaha mempengaruhi T P K a tau p ihak la in yang 
berwenang da lam bentuk dan c a r a apapun, baik 
langsung m a u p u n t idak langsung guna memenuhi 
ke ing inannya yang bertentangan dengan ketentuan 
prosedur yang telah ditetapkan da lam Dokumen 
Perjanj ian Ker ja , dan/ a tau Ketentuan peraturan 
perundang-udangan yang ber laku; 



b me l akukan persekongkolan dengan Penyedia 
B a r a n g / J a s a la in u n t u k mengatur Harga 
Penawaran di luar prosedur pe laksanaan 
Pengadaan B a r a n g / J a s a , sehingga mengurangi/ 
menghambat, memperkeci l dan/a tau meniadakan 
persaingan yang sehat dan/a tau merug ikan orang 
la in ; 

c. membuat dan/a tau menyampa ikan dokumen 
dan/a tau keterangan la in yang t idak benar u n t u k 
memenuhi persyaratan Pengadaan B a r a n g / J a s a ; 

d. mengundurkan dir i dar i pe laksanaan Perjanjian 
Ker ja dengan a lasan yang t idak dapat 
dipertanggungjawabkan dan /a tau tidak dapat 
diter ima oleh TPK ; dan/a tau 

e. t idak dapat menyelesa ikan pekerjaan sesua i 
dengan Sura t Perjanj ian Ker ja. 

(2) Perbuatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
d ikenakan s a n k s i berupa: 

a. s a n k s i administrati f , berupa peringatan/teguran 
tertul is ; 

b. gugatan secara perdata, dan/a tau 

c. pelaporan secara p idana kepada p ihak yang 
berwenang. 

(3) T i n d a k a n sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f b 
dan h u r u f c, d i l akukan sesua i dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang ber laku. 

(4) Apabi la d i t emukan pen ipuan/pemalsuan atas 
informasi yang d i sampa ikan Penyedia B a r a n g / J a s a , 
d ikenakan s a n k s i pembatalan sebagai calon 
pemenang. 

(5) Apabi la terjadi pelanggaran dan/a tau kecurangan 
da lam proses Pengadaan Barang/ J a s a , m a k a TPK : 

a. d ikenakan s a n k s i admin is t ras i ; 

b. d i tuntut ganti rugi ; dan/a tau 

c. d i laporkan secara pidana. 

(6) S a n k s i admin is t ras i sebagaimana d imaksud pada ayat 
(5) h u r u f a berupa teguran/peringatan tertul is dan 
apabi la terjadi pelanggaran dan/a tau kecurangan yang 
d i l akukan dengan sengaja oleh anggota T P K da lam 
proses Pengadaan B a r a n g / J a s a di Desa, m a k a dapat 
d iberhent ikan sebagai anggota TPK . 

f 



B A B X I V 
K E T E N T U A N P E R A L I H A N 

Pasa l 39 

Pengadaan B a r a n g / J a s a yang te lah d i l aksanakan sebelum 
ber l akunya Pera turan B u p a t i in i tetap s a h . 

Pasa l 40 

Pada saat Pera turan Bupa t i in i m u l a i ber laku m a k a 
Peraturan B u p a t i K a p u a s H u l u Nomor 3 T a h u n 2015 
tentang Pedoman Pengadaan B a r a n g / J a s a di Desa, 
d icabut dan d inya takan t idak ber laku. 

B A B X V 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 4 1 

Pera turan Bupa t i in i mu la i be r laku pada tanggal 
d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan 
pengundangan Pera turan Bupa t i in i dengan 
penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Kapuas 
H u l u . 

Di te tapkan di Pu tuss i bau 

pada tanggal 2 2 K»ret 2016 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 
• v i 

° < Y S Y ' . ° 

Diundangkan d i Pu tuss i bau 
Dada banggai 23 Maret 2016 /'•M 

^ E K R E T A ^ D A E R A H K A B U P A T E N K A P U A $ fyOLUrt. 
k. 

k. 
k 

* L ? c T D A Uji 

IWg^9t57l l05 13900 

. ( S E T D A 

B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N KAPUAS H U L U T A H U N 2016 
NOMOR 14 

IMAD S U K R I 



LAMPIRAN I 
P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 14 TAHUN 2016 
T E N T A N G 
PEDOMAN PENGADAAN B A R A N G / J A S A D I D E S A 

1. Contoh kebutuhan barang/jasa da lam rangka mendukung 

pe laksanaan swakelola an ta ra la in : 

a. Pembelian mater ia l pada swakelola pembangunan jembatan desa seperti 

pembelian semen, besi beton, dan la in- la in j en i s bahan bangunan yang 

dapat mendukung pe laksanaan swakelola u n t u k pembangunan 

jembatan desa; 

b. Sewa peralatan u n t u k swakelola pembangunan jembatan desa 

seperti sewa Excavator u n t u k penggalian podasi j embatan, Mesin Molen 

u n t u k membuat campuran beton, dan la in- la in j en i s peralatan yang 

d ibu tuhkan dan per lu disewa berdasarkan pert imbangan teknis dan 

volume pekerjaan sehingga per lu di sewa u n t u k ke lancaran 

pe laksanaan kegiatan pembangunan. 

c. Penyediaan tukang batu dan tukang k a y u u n t u k swakelola 

pembangunan tempat Posyandu. 

2. Contoh kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa an ta ra la in : 

a. Pembelian Komputer, Printer, dan Kertas . 

b. Langganan internet. 

c. Pembelian Meja, K u r s i , dan alat kantor. 

d. D a n sebagainya. 

CONTOH K E B U T U H A N B A R A N G / J A S A 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 

A.M. NASIR 



LAMPIRAN I I 
P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 14 TAHUN 2016 
T E N T A N G 
PEDOMAN PENGADAAN B A R A N G / J A S A D I D E S A 

Contoh spesif ikasi teknis barang/j a s a yang d iper lukan u n t u k penyusunan 

rencana pengadaan: 

a. Kapas i tas mesin (cc) dan t ransmis i (automatic a t au m a n u a l ) u n t u k 

kendaraan roda 2 (dua). 

b. Kapas i tas memori dan kecepatan prosesor (RAM) Komputer. 

c. Bandwid th (kecepatan transfer data) u n t u k langgaran internet 

d. D imens i , j en i s , dan kua l i t as mater ia l u n t u k pembangunan gelanggang 

olah raga. 

e. D a n sebagainya. 

CONTOH S P E S I F I K A S I T E K N I S BARANG/JASA 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 

A.M. NASIR 



LAMPIRAN I I I 
P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 14 TAHUN 2016 
T E N T A N G 
PEDOMAN PENGADAAN B A R A N G / J A S A D I D E S A 

CONTOH PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBUAT O L E H 
TPK KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA 

TIM PELAKSANA KEGIATAN 
D E S A KECAMATAN K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

Alamat 

Nomor 

Lamp i ran 

Per ihal Penawaran Pengadaan 

Barang/i asa 

Y th . 

Kepada 

[Pemilik Toko/Badan 
Usaha/ Perorangan] 
d i -

Sehubungan dengan a k a n d i l a k s a n a k a n n y a kegiatan 
, d imana d ida lamnya terdapat peker jaan 

Dengan in i k a m i menawarkan pengadaan barang/ jasa 
sebagai ber ikut : 

No. Nama Barang/ 
J a s a /Ruang Lingkup 

Pekerjaan 

Volume/ 
Satuan 

Spesifikasi Keterangan 

M a k a apabi la S a u d a r a berminat dan bersedia 
m e l a k s a n a k a n peker jaan tersebut, d iminta segera menga jukan 
sura t penawaran harga. 

S u r a t penawaran S u r a t penawaran d ia l amatkan kepada 
Ke tua T P K s e l aku T i m Pe l aksana Kegiatan dengan ketentuan 
sebagai b e r i k u t : 
1. S u r a t penawaran dibuat rangkap 2 (dua) as l i 

dan h a r u s sudah k a m i ter ima tanggal 
2. Su ra t penawaran di lampir i : 

a. daftar penawaran harga t e rmasuk pajak, bea 
meterai dan j a s a penggandaan; 

b. fotokopi K a r t u T a n d a Penduduk (bagi penyedia 
perseorangan); 

c. fotokopi S u r a t I j in U s a h a Perdagangan (SIUP) (bagi 
penyedia berbentuk badan usaha); dan 

d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (bagi penyedia 
berbentuk badan usaha). 



Demik ian sura t permintaan penawaran in i k a m i 
sampa ikan atas perhat ian Sauda ra d iucapkan ter ima k a s i h . 

Mengetahui Ke tua 
Kepa la Desa T i m Pe laksana Kegiatan, 

S e l aku Pemegang K e k u a s a a n 
Pengelolaan Keuangan Desa 

Keterangan : J i k a u r a i a n barang/jasa tidak dapat d imuat pada kolom di 
atas, m a k a dapat d i lampirkan, t e rmasuk dokumen a tau data 
pendukung la innya. 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 

A.M. NASIR 

f 



LAMPIRAN IV 
P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR U TAHUN 2016 
T E N T A N G 
PEDOMAN PENGADAAN B A R A N G / J A S A D I D E S A 

CONTOH PENAWARAN YANG DIBUAT O L E H PENYEDIA BARANG/JASA 

KOP PENYEDIA BARANG JASA 

Nomor 

Lamp i ran 

Per ihal 

1 (satu) berkas 

Penawaran Barang/jasa 

Kepada 

Y th . Ke tua T P K Desa 

d i -

Menanggapi Su ra t permintaan penawaran dar i 
Ke tua T i m Pe laksana Kegiatan/Pejabat Pengadaan 
Nomor tanggal per ihal Penawaran Pengadaan 
B a r a n g / J a s a , m a k a bersama in i kam i mengajukan penawaran 
harga u n t u k me laksanakan pekerjaan tersebut. 

Adapun harga penawaran yang kam i a jukan adalah 
sebesar Rp ( ) dengan r inc ian sebagaimana 
terlampir. 

Sesua i dengan persyaratan yang d iminta bersama 
in i k a m i sampa ikan : 
1. daftar r inc ian penawaran harga; 
2. fotokopi K a r t u T a n d a Penduduk (bagi penyedia 

perseorangan); 
3. fotokopi Su ra t I j in U s a h a Perdagangan (SIUP) (bagi penyedia 

berbentuk badan usaha); 
4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (bagi penyedia 

berbentuk badan usaha); dan 
5. foto kopi Su ra t Iz in U s a h a Perdagangan (SIUP). 

Demik ian sura t penawaran harga k a m i buat u n t u k 
menjadikan per iksa. 

[Pemilik Toko/Badan Usaha/ 
Perorangan), 



KOP PENYEDIA BARANG JASA 

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA B A R A N G / J A S A S U D A H 

T E R M A S U K P A J A K - P A J A K K E P A D A NEGARA DAN B E A M A T E R A I 

No. Ura i an / J e n i s 
Ba rang Volume S a t u a n Harga 

S a t u a n (Rp.) 
Harga 
(Rp.) 

J u m l a h 

Terbi lang : 

[Pemilik Toko/ Badan Usaha/ 
Perorangan], 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 

A.M. NASIR 

f 



LAMPIRAN V 
P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 14 TAHUN 2016 
T E N T A N G 
PEDOMAN PENGADAAN B A R A N G / J A S A D I D E S A 

CONTOH UNDANGAN NEGOSIASI ATAU TAWAR MENAWAR HARGA 

TIM PELAKSANA KEGIATAN 
D E S A KECAMATAN K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

Alamat 

Nomor 

Lamp i ran 

Per ihal 

Kepada 

Y th . 

Undangan Negosiasi 

[Pemilik Toko/Badan 
Usaha/ Perorangan] 

di 

Menanggapi sura t penawaran harga Sauda ra 
Nomor tanggal ha l : Penawaran harga, 
bersama in i k a m i sampa ikan ha l - h a l sebagai ber ikut : 

setelah mener ima dan mempelajari i s i sura t penawaran 
harga S a u d a r a pada pr ins ipnya . k a m i t idak 
berkeberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran 
yang S a u d a r a a jukan k a m i per lu me lakukan k lar i f ikas i 
dan negosiasi harga terhadap penawaran Sauda ra 
tersebut; 

u n t u k keper luan d imaksud k a m i mengharap kehadi ran 
Sauda ra u n t u k hadir pada : 
Har i : 
Tanggal : 
J a m : 
Tempat : 
Acara : 

Demik ian atas perhat ian dan ker jasamanya 
d iucapkan ter ima kas ih . 

Mengetahui Ke tua 
Kepala Desa T i m Pe laksana Kegiatan, 

Se l aku Pemegang K e k u a s a a n 
Pengelolaan Keuangan Desa 



CONTOH B E R I T A ACARA KLARIF IKAS I DAN NEGOSIASI HARGA 

TIM PELAKSANA KEGIATAN 
D E S A KECAMATAN K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

Alamat 

B E R I T A ACARA N E G O S I A S I / K L A R I F I K A S I 
Nomor : 

Pada ha r i in i tanggal bu lan t ahun pada p u k u l 
dengan bertempat di , k a m i yang bertanda tangan 

di bawah in i Ke tua T i m Pe l aksana Kegiatan (TPK) Desa 
Kecamatan Kabupaten K a p u a s H u l u T a h u n Anggaran Yang 
diangkat berdasarkan Sura t Keputusan Kepala Desa Nomor 
tanggal bu lan t ahun telah me laksanakan 
negosiasi/klari f ikasi terhadap penawaran u n t u k pekerjaan yang 
d ia jukan oleh yang d ihadir i oleh anggota T i m Pe l aksana Kegiatan 
(TPK) dan wak i l dar i penyedia barang/jasa. 

Pada saat k lar i f ikas i dan negosiasi harga p ihak penyedia j a s a yang 
d ihadir i oleh menyatakan ha l -ha l sebagai ber ikut : 

No. Uraian 
Pekerjaan 

Spesifikasi Harga 
Penawaran 

(Rp.) 

Harga 
Negosiasi 

(Rp.) 
Keterangan 

Memenuhi / 
tidak 
memenuhi 
persyaratan 

Diterima/Tidak 
Diterima 

( Berdasarkan 
pertimbangan 
spesifikasi dan 

harga) 

D e m i k i a n Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

[Pemilik Toko/Badan Usaha/ Ke tua 
Perorangan], T i m Pe laksana Kegiatan, 

Mengetahui 
Kepala Desa 

Se l aku Pemegang K e k u a s a a n 
Pengelolaan Keuangan Desa 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 

A.M. NASIR 

f 



LAMPIRAN V I 
P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 14 TAHUN 2016 
T E N T A N G 
PEDOMAN PENGADAAN B A R A N G / J A S A D I D E S A 

CONTOH P E R S E T U J U A N PENAWARAN HARGA 

TIM PELAKSANA KEGIATAN 
D E S A KECAMATAN K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

Alamat 

Kepada 

Nomor 

Lamp i ran 

Per ihal 

Y th . 

Persetujuan Penawaran Harga 

[Pemilik Toko/Badan 
Usaha/ Perorangan] 

d i -

Be rdasa rkan sura t S a u d a r a Nomor tanggal , ha l 
Penawaran Harga dan Be rdasa rkan Ber i ta Aca ra K lar i f ikas i dan 
Negosiasi Harga Nomor : dan m a k a kam i sampa ikan 
bahwa setelah mener ima dan mempelajari i s i sura t S a u d a r a 
serta Ber i ta Aca ra K lar i f ikas i dan Negosiasi Harga, m a k a pada 
pr ins ipnya k a m i t idak berkeberatan dan dapat mener ima 
dengan penawaran harga yang telah disepakat i sebesar 
Rp ( )• 

Sehubungan dengan ha l tersebut diatas, d iminta 
kehadi ran Sauda ra besok pada : 

Har i : 
Tanggal : 
J a m : 
Tempat : 
Acara :Penandatanganan Sura t Perjanjian 

Adapun konsep perjanjian sebagaimana terlampir. 

Demik ian atas perhat ian dan ker jasamanya d iucapkan 
ter ima kas ih . 

Mengetahui Ke tua 
Kepala Desa T i m Pe laksana Kegiatan, 

Se l aku Pemegang K e k u a s a a n 
Pengelolaan Keuangan Desa 



CONTOH B E R I T A SURAT P E R J A N J I A N KERJASAMA ANTARA 

TPK DAN PENYEDIA BARANG/JASA 

TIM PELAKSANA KEGIATAN 
D E S A KECAMATAN K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

Alamat 

P E R J A N J I A N 

Nomor : 

Pada har i in i tanggal bu lan t a h u n bertempat 

di , kam i yang bertanda tangan d ibawah in i : 

1. Nama : 

J a b a t a n : Ke tua T i m Pe laksana Kegiatan 

Alamat : 

Se lan jutnya disebut P IHAK PERTAMA 

2. Nama 

J a b a t a n 

A lamat 

Se lan jutnya disebut P IHAK K E D U A 

U n t u k se lanjutnya P IHAK PERTAMA dan P IHAK K E D U A se lanjutnya 

disebut PARA PIHAK. 

B a h a w a para telah sepakat dan setuju u n t u k mengadakan perjanjian, dengan 

ketentuan sebagai ber ikut : 

Pasa l 1 

RUANG L I N G K U P P E K E R J A A N 

Ruang l ingkup pekerjaan da lam perjanjian in i ada lah 

Pasa l 2 

NILAI P E K E R J A A N 

Nilai pekerjaan yang disepakat i u n t u k penyelesaianpekerjaan da lam perjanjian 

in i ada lah sebesar t e rmasuk pajak dan bea materai . 

Pasa l 3 

HAK DAN K E W A J I B A N 

(1) P IHAK PERTAMA berhak mener ima has i l pekerjaan tepat pada 

wak tunya 

(2) P IHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 2. 

(3) P IHAK K E D U A berhak atas pembayaran u n t u k penyelesaian pekerjaan 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 2. 

f 



(4) P IHAK K E D U A berkewajiban menyerahkan has i l pekerjaan tepat pada 

wak tunya . 

Pasa l 4 

J A N G K A W A K T U PELAKSANAAN P E K E R J A A N 

J a n g k a w a k t u u n t u k menyelesaikan pekerjaan adalah .... har i ker ja mu la i 

tanggal sampai dengan sehingga pekerjaan h a r u s selesai dan 

d i se rahkan pada tanggal 

Pasa l 5 

FORCE MAJEURE 

(1) Yang d imaksud denganforce majeureadalah s u a t u keadaan yang 

terjadi di luar kemampuan PARA P IHAK yang t idak dapat d iperhi tungkan 

sebelumnya. 

(2) Apabi la terjadi keadaanforce majeure sebagaimana d imaksud ayat (1) Pasa l 

in i , m a k a PARA P IHAK terbebas dar i kewaj ibanyang h a r u s d i l aksanakan 

Pasa l 6 

S A N K S I 

Apabi la penyelesaian pekerjaan melebihi batas w a k t u yang disepakat i 

m a k a P IHAK K E D U A h a r u s membayar denda sebesar % dar i n i la i 

pekerjaan dengan nominal sebesar Rp ( ). 

Pasa l 7 

P E N U T U P 

Perjanjian in i dibuat rangkap 5 ( l ima)dua d iantaranya bermaterai c u k u p dan 

mempunya i kekua tan h u k u m yang s a m a u n t u k dipertanggungjawabkan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang ber laku. 

P ihak K E S A T U , P ihak K E D U A , 

Mengetahui 
Kepala Desa 

Se l aku Pemegang K e k u a s a a n 
Pengelolaan Keuangan Desa 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 



LAMPIRAN V I I 
P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 14 TAHUN 2016 
T E N T A N G 
PEDOMAN PENGADAAN B A R A N G / J A S A D I D E S A 

CONTOH B E R I T A ACARA PEMBAYARAN 

TIM PELAKSANA KEGIATAN 
D E S A KECAMATAN K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

Alamat 

B E R I T A ACARA P E M B A Y A R A N 
Nomor : 

Pada ha r i in i tanggal bu lan t ahun pada p u k u l 
dengan bertempat di , k a m i yang bertanda tangan 

di bawah in i Ke tua T i m Pe l aksana Kegiatan (TPK) Desa 
Kecamatan Kabupaten K a p u a s H u l u T a h u n Anggaran Yang 
diangkat berdasarkan Sura t Keputusan Kepala Desa Nomor 
tanggal bu lan t ahun telah me laksanakan 
pembayaran atas pekerjaan antara : 

1. Nama : 
J a b a t a n : K e tua T i m Pe laksana Kegiatan 
Alamat : 
Se lan jutnya disebut P IHAK PERTAMA 

2. Nama : 
J a b a t a n : 
A lamat : 
Se lan jutnya disebut P IHAK K E D U A 

PIHAK PERTAMA berdasarkan Sura t Perjanjian Nomor 
tanggal atas telah membayar u n t u k pekerjaan kepada P IHAK 
K E D U A sebesar Rp ( ) 

P IHAK K E D U A telah me laksanakan pekerjaan tersebut di atas sesuai 
permintaan P IHAK PERTAMA dan telah mener ima pembayaran atas 
pekerjaan tersebut sebesar Rp ( ) 

Pembayaran tesebut d i saks ikan oleh , J a b a t a n Kepala Desa 
se laku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. 

Demikian Ber i ta Acara in i dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 
bermeterai c u k u p dan mempunyai kekuatan h u k u m yangsama u n t u k 
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ber laku. 

[Pemilik Toko/Badan Usaha/ Ke tua 
Perorangan], T i m Pe laksana Kegiatan, 



Mengetahui 
Kepa la Desa 

Se l aku Pemegang K e k u a s a a n 
Pengelolaan Keuangan Desa 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 

A.M. NASIR 



LAMPIRAN IX 
P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 1 4 TAHUN 2016 
T E N T A N G 
PEDOMAN PENGADAAN B A R A N G / J A S A D I D E S A 

CONTOH B E R I T A ACARA PEMERIKSAAN HASIL P E K E R J A A N 

TIM PELAKSANA KEGIATAN 
D E S A KECAMATAN K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

Alamat 

B E R I T A ACARA P E M E R I K S A A N H A S I L P E K E R J A A N 
Nomor : 

Pada ha r i in i tanggal bu lan t a h u n pada p u k u l 
dengan bertempat di , k a m i yang bertanda tangan di bawah in i Ke tua 
T i m Pe l aksana Kegiatan (TPK) Desa Kecamatan 
Kabupaten Kapuas H u l u T a h u n Anggaran Yang diangkat berdasarkan 
Sura t Keputusan Kepala Desa Nomor tanggal bu lan 

t ahun , telah me l akukan pemeriksaan atas 
pekerjaan yang telah diker jakan oleh 

Pada saat pemer iksaan has i l pekerjaan p ihak Penyedia barang/j a s a 
d ihadir i oleh , dengan has i l sebagai ber ikut : 

1. B a h w a T i m Pe laksana Kegiatan menyatakan telah mener ima has i l 
pekerjaan yang telah d i se rahkan oleh Penyedia barang/ jasa dar i dan 
telah sesua i dengan yang telah disepakat i bersama; dan 

2. Penyedia barang/jasa dar i menyambut ba ik dan mengucapkan 
ter ima k a s i h atas kepercayaan yang telah diber ikan. 

Demik ian Ber i ta Aca ra in i d ibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 
bermeterai c u k u p dan mempunya i k ekua tan h u k u m yang s a m a u n t u k 
dipertanggungjawabkan sesua i peraturan perundang-undangan yang 
ber laku. 

[Pemilik Toko/Badan Usaha/ Ke tua 
Perorangan], T i m Pe laksana Kegiatan, 

Mengetahui 
Kepala Desa 

Se l aku Pemegang K e k u a s a a n 
Pengelolaan Keuangan Desa 

f 



CONTOH B E R I T A ACARA PENERIMAAN HASIL P E K E R J A A N 

TIM PELAKSANA KEGIATAN 
D E S A KECAMATAN K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

Alamat 

B E R I T A ACARA P E N E R I M A A N H A S I L P E K E R J A A N 
Nomor : 

Pada ha r i in i tanggal bu lan t a h u n pada p u k u l 
dengan bertempat di , telah mener ima has i l pekerjaan 
antara : 

1. Nama : 
J a b a t a n : Ke tua T i m Pe laksana Kegiatan 
Alamat : 
Se lan jutnya disebut P IHAK PERTAMA 

2. Nama : 
J a b a t a n : 
A lamat : 
Se lan jutnya disebut P IHAK K E D U A 

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah mener ima has i l pekerjaan 
tersebut di atas berdasarkan Sura t Perjanjian Nomor tanggal 

P IHAK K E D U A telah me laksanakan menyerahkan pekerjaan tersebut di 
atas da lam keadaan baik kepada P IHAK PERTAMA sesuai sura t perjanjian. 

Demikian Ber i ta Acara in i dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan h u k u m yang sama u n t u k 
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ber laku. 

[Pemilik Toko/Badan Usaha/ Ke tua 
Perorangan], T i m Pe laksana Kegiatan, 

Mengetahui 
Kepala Desa 

Se l aku Pemegang K e k u a s a a n 
Pengelolaan Keuangan Desa 



CONTOH LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

TIM PELAKSANA KEGIATAN 
D E S A KECAMATAN K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

Alamat 

Kepada 

Nomor : Y th . Kepala Desa 

Lamp i ran : 1 (satu) berkas 

Per ihal : Laporan Hasil Pekerjaan di -

Be rdasa rkan sura t Keputusan Kepa la Desa 

Nomor tanggal , tentang pembentukan T i m Pe laksana 

Kegiatan, m a k a dengan in i kam i laporkan bahwa kegiatan 

telah selesai d i l aksanakan . Adapun dokumen 

pe laksanaan kegiatan tersebut di a tas sebagaimana terlampir. 

Demik ian atas perhat iannya d iucapkan ter ima kas ih . 

Ke tua 
T im Pe laksana Kegiatan, 
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CONTOH B E R I T A ACARA S E R A H T E R I M A H A S I L P E K E R J A A N 

TIM PELAKSANA KEGIATAN 
D E S A KECAMATAN K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

Alamat 

B E R I T A ACARA S E R A H T E R I M A H A S I L P E K E R J A A N 
Nomor : 

Pada ha r i in i tanggal bu lan t ahun pada p u k u l 
dengan bertempat di , telah mener ima has i l pekerjaan 
antara : 

1. Nama : 
J a b a t a n : Ke tua T i m Pe laksana Kegiatan 
Alamat : 
Se lan jutnya disebut P IHAK PERTAMA 

2. Nama : 
J a b a t a n : Ke tua T i m Pe laksana Kegiatan 
Alamat : 
Se lan jutnya disebut P IHAK K E D U A 

P IHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah mener ima has i l pekerjaan 
tersebut di atas da lam keadaan baik dar i P IHAK K E D U A . 

P IHAK K E D U A telah me laksanakan menyerahkan pekerjaan tersebut di 
atas da lam keadaan baik kepada P IHAK PERTAMA sesuai surat perjanjian. 

Demikian Ber i ta Acara in i dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan h u k u m yang sama u n t u k 
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ber laku. 

Kepala Desa Ke tua 
Se l aku Pemegang K e k u a s a a n T i m Pe laksana Kegiatan, 
Pengelolaan Keuangan Desa 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 

A.M. NASIR 


